
 
 

BUPATI TABANAN 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN BUPATI TABANAN  

NOMOR 7 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TABANAN, 
 

Menimbang  : a. bahwa dengan adanya evaluasi kelembagaan 

Perangkat Daerah terkait kedudukan, susunan 
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 
Perangkat Daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan 
kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga 

perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pagawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

202, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6718);  

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1842); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 



Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 

2021 Nomor 16); 

 
  MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan
  

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH. 

 
  Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 
Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16) diubah 

sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga 

berbunyi  sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, 

sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 4 

(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dibayarkan setiap bulan. 

(2) Pembayaran TPP setiap bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
produktivitas kerja dan disiplin kerja. 

(3) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas 
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari 
keseluruhan. 

(4) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 
keseluruhan TPP. 



 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan. 

 
 

 

Ditetapkan di Tabanan 
pada tanggal 14 Januari 2022 

 
 

BUPATI TABANAN, 

 
 

 
 
I KOMANG GEDE SANJAYA 

 
 
 
 

Diundangkan di Tabanan 
pada tanggal 14 Januari 2022 
 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 
 

 
 

 
 
 I GEDE SUSILA 

BERITA DAERAH BUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 7 

 


